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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/076/ 00007 /DPMPTSP/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TKIT ANNISA
KELURAHAN PABUARAN MEKAR KECAMATAN CIBINONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, perlu memberikan
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TKIT Annisa
yang berlokasi di Kp. Bedahan No. 96 RT.006 RW.002, Kelurahan
Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TKIT Annisa
yang berlokasi di Kp. Bedahan No. 96 RT.006 RW.002, Kelurahan

Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8]

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851});

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911});
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); =

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan
Anak Usia dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 146},

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1279);

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1668);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 56);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu {Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

20. Peraturan....
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20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor
2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bagor
Tahun 2018 Nomor 98);

21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2018 Nomor 61);

22. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64 /Kpts/Per-UU/2017 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-0028693.AH.01.04.Tahun 2016 tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Thoriq Abdurrahman
Aziz, tanggal 29 Juni 2016; ’ -

2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 18 Desember 2018;

3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak -
(TK) Swasta Nomor : 138/BAP-IP.TK/1/2019, tanggal 18 Januari

Memperhatikan @ 1.

2019.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU :  Memberi izin kepada :
Nama Lembaga : YAYASAN THORIQ ABDURRAHMAN AZIZ
Alamat : Kp. Bedahan No. 59 RT.005 RW.010 Kelurahan
Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten
Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta :
Nama PAUD : TKIT ANNISA
Alamat : Kp. Bedahan No. 96 RT.006 RW.002 Kelurahan
Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten .
Bogor
KEDUA ¢ Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku

sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap
awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara
atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan,
bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di
daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar
Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;

‘e, menjamin,.,,
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e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah
milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai
dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa
dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses
pembelajaran.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan

dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan

kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendirian baru;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata menimbulkan

kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik, yang mengakibatkan

terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul
sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan
ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA

dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja

sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka

Keputusan ini batal demi hukum; -

b memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Badan penyelenggara waji
Terintegrasi Secara

melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

] Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 2 & MAR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
/KAEUPATEN BOGOR,

AR

. Yth. Bupati Bogor;
_Yth. Wakil Bupati Bogor;
Yth. Pj. Sekretaris Daerah
‘th. Inspektur Kabupaten Bogor; :
‘;{}l—: :s?:ten Pemcrinxiahan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
Yth. Asisten Perekonomian
Yth. Kepala Dinas Pen
vth. Camat Cibinong Kabupaten Bogor;

Kabupaten Bogor (sebagai laporan);

dan Kesejahteraan
dan Pembangunan P
didikan Kabupaten Bogor;

ada Setda Kabupaten Bogor;
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